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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tugas dan fungsi Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang berorientasi pada hasil kerja secara
efektif, efisien, tertib, rasional dan pasti, serta dapat
dipertanggungjawabkan, memerlukan dokumen
pendukung berupa rencana strategis Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tahun 2020-2024;

b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tahun 2020-2024 selalu memperhatikan
dan mendasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja
lingkungan hidup dan kehutanan;

c¢. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024,
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Mengingat

Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II atau
Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan perubahan
terhadap Rencana Strategis jika terdapat perubahan
kebijakan yang menimbulkan konsekuensi dan
perubahan struktur organisasi dengan berpedoman pada
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Keputusan
Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020 tentang Rencana
Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024
perlu diselaraskan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huraf d
perlu  menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor
SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020 tentang Rencana
Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi
Terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita Convention on the Elimination of All Form
Discrimination (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
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14.

16,

17.

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
209);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.41/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2019 tentang
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
928);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor
P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756).
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

Pasal 1
Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Sekretaris Direktorat Jenderal ini.

Pasal 2
Rencana Strategis lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2020-2024 memuat penjabaran strategi pelaksanaan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Kerja
Lainnya lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3
Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2020-2024 disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 2020-2024.

Pasal 4
Pada saat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai
berlaku, Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020 Tentang Rencana
Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku

pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2022

GENG PRIYANTO

Tembusan Yth.:

2 8
2.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.23/SET.10/TU/SET.1/2/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR
SK.48/SET.10/KOTL/SET.1/9/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.



KATA PENGANTAR

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merupakan Unit Kegiatan Eselon Il dari Direktorat Jenderal yang terbentuk sejak bulan Juli 2015
untuk memperkuat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan Revisi
Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tahun 2020-2024 ini mengacu pada Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 s/d 2024 dengan mengikuti tata
cara penyusunan Rencana Strategis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia No.P.63/MenLHK/SETIEN/SET.1/10/2019 tentang tata cara penyusunan rencana
strategis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024. Revisi
Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan ini merupakan tindak lanjut dari revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Perubahan organisasi dan tata kerja (PERMENLHK Nomor 15 tahun 2021) dan Undang-Undang
Cipta Kerja juga mendasari perlunya revisi Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini maka diharapkan tidak hanya memberikan
arahan kepada seluruh jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya dilingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maupun diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, mitra pembangunan dan masyarakat luas.
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KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Setditien Gakkum LHK) Periode 2020-2024 diamanatkan dan
diatur penulisannya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.63/MenLHK/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Upaya penyusunan
Rencana Strategis adalah agar menjadi pedoman kerja kementerian dan jajarannya selama lima tahun
mendatang. Dimana tujuan integral dari setiap lapisan dan unit kerja di lembaga pemerintahan adalah
terlaksananya misi dan tercapainya visi yang dikukuhkan oleh Presidan dan Wakil Presiden Periode
2020-2024. Adapun seluruhnya tentu beriringan dengan haluan negara yang tertuang pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan RPIMN Tahun 2020-2024.
Oleh sebab itu, perlunya kewaskitaan dalam penyusunan Renstra adalah demi terwujudnya langkah-
langkah konkrit yang mampu merealisasikan seluruh cita-cita tersebut.

Setiap sasaran, indikator, ukuran pencapaian, hingga pendanaan yang tertuang di dalam
Renstra Unit Kerja Setdijen Gakkum LHK Tahun 2020-2024 merupakan hasil kesepakatan yang
diperoleh melalui diskusi, penelaahan, analisis dan evaluasi dari periode-periode sebelumnya dengan
pokok bahasan yang meliputi identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta kapasitas,
kemampuan, dan potensi yang sudah dimiliki dan dikembangkan hingga saat ini. Seluruh identifikasi
tersebut adalah sebagai tolok ukur sejauh mana Setditien Gakkum LHK akan dapat memenuhi
pencapaian target yang digariskan dalam Renstra Ditjien Gakkum LHK Tahun 2020-2024 melalui
keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai target indikator kinerja yang diturunkan.

Revisi Renstra Setditjen Gakkum LHK 2020 - 2024
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TUGAS, FUNGSI, DAN KELEMBAGAAN

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendefinisikan tugas dan
fungsi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk
Setdijlen Gakkum LHK. Sesuai tugas dan fungsi tersebut pula, tanggung jawab yang senantiasa
diemban oleh Setditjen Gakkum LHK terhadap cita-cita negara diformulasikan sedemikian rupa. Di
skala yang lebih terukur, kinerja yang dihasilkan pada Renstra Setditjien Gakkum LHK diharapkan
dapat menyokong pencapaian sasaran program pada tingkat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK).

x;dmﬂmlnu I8 HITMANG TUMBLIHAN DN SATWA LIAR®

Tugas Setditien Gakkum LHK sesuai dengan Permen LHK No. P.15 tahun 2021 adalah melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan kerjasama teknis, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan pengelolaan sistem
informasi, dan hubungan masyarakat di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan;

C Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan
fasilitasi reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ;

d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan
peraturan perundang-undangan, administrasi kerjasama teknik serta pemberian
pertimbangan dan advokasi hukum di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan ;

Revisi Renstra Setditjen Gakkum LHK 2020 - 2024
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e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan jejaring kerja, pembinaan sumber daya penegak
hukum, pelayanan profesi sumber daya penegak hukum, serta sarana dan prasarana
operasional penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ;

f. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan
di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK

[ 1
Bagian Program, Evaluasi, Hukum, Bagian Keuangan, Kepegawaian,
dan Kerja Sama Teknik Organisasi dan Tata Laksana

l
[ Subbagian Tata Usaha ]

===

Gambar 1. Struktur organisasi Sekretariat Ditjen Gakkum LHK

Sesuai dengan PERMENLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari dua bagian. Bagian tersebut ialah Bagian Program,
Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik (Bagian PEHKT) dan Bagian Keuangan, Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana (Bagian KKOTL).

TUGAS BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM, DAN KERJASAMA TEKNIK
(PASAL 498)

melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja,

pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat
rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan,
kerja sama Teknik

pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

Revisi Renstra Setditjen Gakkum LHK 2020 - 2024




BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas seperti yang
tercantum dalam pasal 500 dan juga dalam pasal 501 yang menyebutkan fungsi dari Bagian
KKOTL.

Melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan,
tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan

pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana
serta fasilitasi reformasi birokrasi;

pelaksanaan urusan administrasi keuangan;

pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik
negara; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sesuai Pasal 502, bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi
keuangan, administrasi barang millk negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaaan,
koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian
intern Sekretariat Direktorat Jenderal (Pasal 503).

Sub Bagian Tata Usaha menjadi eselon Il dli lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum LHK yang masih ada dalam struktur organisasi hasil penyesuaian dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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Berdasarkan struktur program dan

kegiatan yang dijabarkan pada Renstra Ditjen
Gakkum LHK Tahun 2020-2024, Setdijen Gakkum
LHK mempertanggung jawabkan satu kegiatan
yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK.
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik
yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menjadi sasaran utama kegiatan
Setditien Gakkum LHK. Adapun dukungan yang
diupayakan oleh Setdijen Gakkum LHK adalah
berlaku tidak hanya bagi unit kerja pemerintahan
pusat, tetapi juga bagi unit kerja yang tersebar di
seluruh wilayah nusantara yang didelegasikan
kepada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
dan Pemerintah Daerah.

Garis besar kerangka Rencana Strategis Setditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

1. Setditien Gakkum LHK memiliki kewenangan dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Ditjen Gakkum
LHK.

2. Kepastian pembiayaan dari APBN dan potensi pembiayaan dari dana hibah, DAK, dan lainnya.

3. Tersedianya sarana dan prasarana internal dan perkantoran.

4., Tersedianya sumber daya manusia yang cakap dan memadai

5. Tersedianya kerangka hukum yang jelas dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan
kehutanan.

6. Semakin tingginya komitmen terhadap perwujudan ekosistem Ditien Gakkum LHK yang

mengedepankan nilai inti Gakkum LHK.

SUMBER DAYA MANUSIA

Gambaran besar komposisi sumber daya manusia (SDM) dan posisi unit kerja Setditjen
Gakkum LHK di struktur organisasi Ditjien Gakkum LHK telah dijabarkan dalam buku Renstra Ditjen
Gakkum LHK Tahun 2020-2024. Terdapat total 90 personil yang terdiri dari 60 Aparatur Sipil
Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/ PNS) dan 30 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan
Tenaga Kontrak. Dari keseluruhuan personil, 41 personil merupakan pegawai wanita dan 49 personil
merupakan pegawai pria.
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Gambar 2. Komposisi pegawai Sekretariat Ditjen Gakkum LHK
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Dari segi usia, 22% personil ASN PNS berada di rentang usia 21 — 30 tahun dan diikuti oleh
30% pegawai berusia 31-40 tahun, 20% pegawai berusia 41 — 50 tahun, dan 28% pegawai berusia
diatas 50 tahun. Sementara untuk PPNPN, rentang usia pegawai didominasi oleh personil berusia 21-30
tahun sebanyak 64% dan 36% yang berusia 31 — 40 tahun. Tidak terdapat pegawai PPNPN pada
rentang usia 41 — 50 tahun dan juga lebih dari 50 tahun.
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Gambar 3. Komposisi pegawai Sekretariat Ditjen Gakkum LHK (2)

Dari 90 ASN/PNS, sebanyak
12 personil  menduduki  jabatan
struktural, 18 personil menduduki
jabatan pelaksana, dan 30 personil
merupakan fungsional lainnya. Untuk
unit fungsional lain, 26 personil
merupakan fungsional ahli, dan yang
lainnya merupakan fungsional terampil.

Meninjau dari segi tingkat
pendidikan, baik ASN/PNS maupun
PPNPN  secara  umum  memiliki
komposisi yang cenderung seragam.
Dapat dilihat dari grafik, sebagian
besar personil memiliki gelar sarjana
Strata 1/Diploma 4. Sementara kedua
terbanyak, personil ASN/PNS  dan
PPNPN merupakan pemegang ijazah
terakhir tingkat SMA/sederajat.

LEGALITAS DAN
DASAR HUKUM

Kewenangan Sekretariat Direktorat
lenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam  melaksanakan tugas dan
fungsinya dikukuhkan dan dimandatkan
dalam payung hukum yang dituangkan
kedalam Peraturan Menteri LHK,
Peraturan Direktorat Jenderal dan
Keputusan Direktorat Jenderal. Untuk
tugas dan fungsi, tercantum di dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
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Hasil dari evaluasi
menunjukkan bahwa selama lima
tahun  kinerjanya, 40% dari
seluruh indikator kinerja Setditjen
Gakkum LHK memang belum
mencapai target yang diharapkan.
Meski demikian, dari 60 persen
target yang berhasil dicapai,
Setditien Gakkum LHK berhasil
melampaui 24% dari berbagai
target yang ditetapkan, seperti
pada Tabel 1.

Bercermin dari hasil evaluasi tersebut, masih banyak pekerjaan rumah bagi Setditjen Gakkum
LHK yang harus diselesaikan dalam rangka meningkatkan kinerja Setditjen Gakkum menjadi organisasi
yang andal dan kredibel.

Sebab, menjadi bagian dari sebuah organisasi penegakan hukum yang diharapkan oleh
masyarakat Indonesia, Setditien Gakkum LHK bercita-cita untuk dapat memberikan konstribusi secara
maksimal dalam membawa keadilan dalam menyediakan lingkungan hidup yang lestari dan
berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

CAPAIAN KINERJA RENSTRA SETDITIEN GAKKUM LHK 2015-2019

Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
mengevaluasi hasil kerja organisasi selama periode tahun 2015-2019. Penilaian keberhasilan hasil
kerja dinilai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Buku Renstra Sekretariat Direktorat
lenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
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Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Gakkum LHK Tahun 2015 - 2019

Sasaran unit kegiatan :‘:;:(::r: Seeralil Target rencana strategis 2015 s/d 2019 Satuan Capain rencana strategis 2015 s/d 2019
Terselenggaranya Jumlah capaian
kegiatan sasaran indikator 95 % 95 95 % % % 95 9% % 08
perencanaan dan  program dan
evaluasi LHK indikator kegiatan
Nila SAKIP Difen 7 72 74 76 78 Poin 7508 7043 7258 7664 7844
PHLHK
Jumlah satker yang
terselenggara 52 78 10 10 10 SatuanKeja 52 83 10 10 10
program dan
kegiatan
Tersusunnya  Jumlah UPT
struktur organisasi Peneqakan Hukum
tata kerja yang g . 60 80 90 100 110 UPT 77 5 5 5 5
i .. yang efektif dan
proporsional efektif efisien
dan efisien
Meningkat
eningrainya Jumlah berita media
cakupan dan mengenai kegiatan Siaran pers
penetrasi genal ¥eg 60 80 100 110 120 TP 6o 9% 9% 105 102
W PHLHK kepada melalui media
komunikasi dan masvarakat
kampanye PHLHK asyaraia
Jumlah media
kampanye/pameran
PHLHK melalui Media
media cetak 12 12 12 12 12 kampanye/pa 12 10 3 6 9
elektronik meran
tradisional dan
sosia
Jumlah bantuan
Tersedianya bantuar » Bantuan
hukum Ditien PHLHK hukum Ditjen 5 5 7 8 10 hukum 1 5 9 12 15

PHLHK
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Sasaran unit Indikator Kinerja

e Unit Kegiatan Target rencana strategis 2015 s/d 2019 Satuan Capain rencana strategis 2015 s/d 2019
Jumlah satker yang
Tercapainya data mfemlhkl ,SIbSt;m .
daninformasi " °"”a5;], et “zgs' 1 1 10 10 10 Sather 1 1 1 3 10
PHLHK m.erT]enu i s andar
minimal setiap
tahun
Jumlah publikasi o
80 85 90 95 100 Publikasi 134 200 100 103 129
PHLHK
Tersedianya
rancangan aturan  Jumlah rancangan 5 5 5 5 5 Dokumen 5 5 10 5 4

dan NSPK terkait  kebijakan strategis
Ditjen PHLHK

Jumlah Norma,
Standar, Prosedur 5 5 5 5 5 Dokumen 0 5 0 5 1
dan Kriteria (NSPK)

Tersedanya polisi
Meningkatnya daya Kehutanan, PPNS,
saing SDM Ditjen ~ PPLH dalam 3175 3225 3275 3325 3375 Orang 175 910 993 1135 1180
PHLHK mendukung PHLHK

dan SDM PHLHK

Jumlah PPLH
memenuhi
kebutuhan untuk
pengawasan
Jumlah PPNS
memenuhi
kebutuhan untuk
penyidikan dalam
rangka penegakan
hukum

Jumlah SDM
PHLHK yang
meningkat
kompetensinya

138 188 238 288 338 PPLH 15 34 32 130 146
154 204 254 304 354 PPNS 18 175 175 174 208

208 238 268 296 328 Orang 277 291 291 280 1506

E=AGAINST
o
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Sasaran unit
kegiatan
Tersedianya
rancangan aturan
dan NSPK terkait
Ditjen PHLHK

Terselenggaranya
kerjasama teknis
dalam
meningkatkan
efektivitas kegiatan
PHLHK

Meningkatnya
administrasi
keuangan Ditjen
PHLHK secara
efektif

Terselenggaranya
pengelolaan
ketatausahaan
kerumahtanggan
dan pengelolaan
perlengkapan

Indikator Kinerja
Unit Kegiatan

Jumlah rancangan
kebijakan strategis

Jumlah Norma,
Standar, Prosedur
dan Kriteria (NSPK)

Jumlah kerjasama
teknis dalam
negeri terkelola

Jumlah kerjasama
teknis luar negeri
terkelola

Opini WTP untuk
laporan keuangan

Jumlah manajemen
asset

Jumlah sarana dan
peralatan LHK
terdistribusi di
satuan kerja dan
berfungsi baik
sesuai dengan
NSPK

Target rencana strategis 2015 s/d 2019

2 2 2 2 2
5 5 5 5 5
1 2 3 3 4
2 3 4 5 5
WTP WTP WTP WTP WTP
1 1 1 1 1
135 729 1948 169 241

Satuan

Dokumen

Dokumen

Kerjasama DN

Kerjasama LN

WTP

Mgmt asset

Unit

Capain rencana strategis 2015 s/d 2019

2 2 10 2 4
0 5 0 5 1
1 2 5 8 10
2 3 2 9 5
WDP WDP WTP WTP WDP
1 1 1 1 1
135 729 1948 198 241
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SUMBER DAYA GAKKUM LHK

Sejalan  dengan target Renstra
Setdijen Gakkum LHK 2015-2019, Setditjen
Gakkum LHK memberikan dukungan dan
berkontribusi terhadap kinerja Ditien Gakkum
LHK, salah satunya ialah melalui pengelolaan
sumber daya di dalam lingkup Ditjien Gakkum
LHK. Sumber daya utama yang dikelola oleh
Setditien Gakkum LHK sumber daya manusia
dan sumber daya anggaran. Dalam kurun lima
tahun, kontribusi  Setditien Gakkum  LHK
terhadap lingkup organisasi Ditjien Gakkum LHK
digambarkan pada grafik Gambar 4.

ANGOARAN OITJEN GACKUM KLHK 2015-2021
[DALAM MILLIARy

SUMBER DAYA MANUSIA GAKKUM LAK 2015-2021

%0 whopus o Snktied u\ kg

#
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e

i
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Gambar 4. Sumber daya Ditjen Gakkum LHK

FIGH

Dalam  penyediaan sumber  daya
manusia, aparat Gakkum LHK yang telah direkrut
dan dilantk per tahun 2021 berjumlah 991
personil yang terdiri dari 145 PPLH, 614 Polhut,
dan 232 PPNS. Sedangkan untuk jumlah pegawai
struktural dan administrasi di dalam lingkup Ditjen
Gakkum LHK per tahun 2021 mencapai 1.178
personil.

Selain sumber daya manusia, Setditjen
Gakkum LHK memiliki tugas dan tanggung jawab
terhadap pengelolaan anggaran. Penyerapan
anggaran rata-rata Setditien Gakkum LHK pada
periode 2015-2019 adalah sebesar 96,65%.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
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Terlihat dari grafik tersebut, dalam kurun lima tahun Setditen Gakkum LHK telah
memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparat Gakkum LHK melalui
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kepada ribuan personil untuk pendidikan dan

pelatihan PPLH, Polhut, dan PPNS.

£9
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SARANA DAN PRASARA DITIEN GAKKUM LHK

Sebagian dari anggaran tersebut ialah untuk pengadaan sarana dan prasana yang
menunjang kinerja Gakkum LHK. Pada Tabel 2 diuraikan bahwa saat ini (per tanggal 31 Desember
2021), sarana dan prasarana yang tersedia untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
terdiri atas alat transportasi, komunikasi, teknologi serta persenjataan yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Selain yang disebutkan, Setditien Gakkum LHK juga mengalokasikan anggarannya untuk
membangun kantor unit pelaksana wilayah serta Center of Intelligence Ditjen Gakkum LHK. Sarana dan
prasarana yang ada di Setditien Gakkum LHK tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 2. Sarana dan prasarana Ditjen Penegakan Hukum LHK per 31 Desember 2021

s sierss - [ ——

FUSAT SUMATERA JABALNUSRA  KALIMANTAN SULAWESI  MALUKU PAPUA T0TAL

: 25 23 19 22 135 108
MDsIL PATROLIITTELTIER

TR
1 1 1 1 1 1 §
nﬂm%&u

0 55 18 1 2 5 100
MOTOR PATROLL
A | 0 g 13 0 B 50
X 25 2 2% 3 18 1 142
(1]
= 1 105 109 78 50 345
L 1.899 85 31 4 39 50 2.131

SERJATA APL
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Tabel 3. Sarana dan Prasarana Sekretariat Ditjen Gakkum LHK per 31 Desember 2021

No. Uraian Volume Nilai
Alat penyi lengkapan kant
! .a penyimpanan perlengkapan kantor ! Buah 16.465.909
lainnya
CCTV — Camera Control Television
2 Buah 3.179.000
System
3 Patisi 11 Buah 77.502.973
4 Jam mekanis 5 Buah 4.050.000
5  Televisi 1 Buah 5.000.000
6 Loudspeaker 2 Buah 56.000.000
7 Microphone 1 Buah 7.875.000
8  Tiang bendera 20 Buah 50.000.000
9 Mimbar/podium 1 Buah 5.797.000
10 Alat rumah tangga lainnya 2 Buah 10.128.000
11 Camera conference 2 Buah 105.000.000
12 Peralatan studio video dan fim lainnya 1 Buah 2.330.000
13 Telepon satelit 1 Buah 25.000.000
14 Local Area Network (LAN) 1 Buah 165.000.000
15 Laptop 22 Buah 519.297.440
16 Tablet PC 1 Buah 32.655.000
17 Ptinter (Peralatan personal computer) 4 Buah 31.890.000
18  Scanner (Peralatan personal computer) 8 Buah 46.000.000
19 External/Portable Harddisk) 3 Buah 21.000.000
20 Renovasi ruangan kerja lantai 10 1 Paket 1.783.074.500
TOTAL 2.967.244.822
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PEMBANGUNAN KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pada  tahun 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri LHK
P.15/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuklah 5 (lima) Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Gakkum LHK). Pembentukan kelima balai
ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjien Gakkum LHK di seluruh wilayah
kepulauan Republik Indonesia. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung di bawah Ditjen Gakkum LHK dan bertanggung
jawab kepada Dirjen Gakkum LHK.

Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Kelima balai dan Kantor Seksi ini tersebar
dengan cakupan Wilayah Sumatera, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Jawa, Bali, & Nusa
Tenggara, serta Wilayah Maluku & Papua. Dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun untuk mempermudah
akses masyarakat didalam pelayanan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
direncanakan pembangunan Pos Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
mengakomodir daerah-daerah yang jauh dari Kantor Balai atau Provinsi yang belum ada perwakilan
Ditien Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peruntukan Pelayanan
Masyarakat di dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentu saja ini memerlukan
Kerjasama antar berbagai stakeholder di lapangan, saling terintegrasi dan bekerja bersama di dalam
proses Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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PEMBANGUNAN CENTER OF INTELLIGENCE

Dengan karakteristik kejahatan yang bersifat masif, kompleks, dan multisektor, Ditjen Gakkum
LHK memerlukan suatu infrastruktur dan fasilitas yang mampu mengimbangi, bahkan mengungguli
pelanggaran dan kejahatan tersebut. Pembangunan pusat komando atau yang biasa disebut command
center ini memiliki tujuan utama sebagai pusat informasi atau intefligent room, yang mampu memberikan
dukungan intelijen bagi pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, fasilitas ini juga mendukung
penyediaan informasi bagi seluruh tugas dan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
Oleh karenanya, fasilitas yang dinamakan Center of Inteligence (COI) ini dibangun dengan basis
teknologi digital. Sehingga, data dan informasi serta pengarus distribusiannya tersimpan dan terlaksana
dalam format digital.

Tetapi tidak hanya sampai disitu, dengan kebutuhan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
multi-lembaga di multi-sektor, COI juga dituntut untuk beroperasi dengan pihak, fungsi, dan/atau
organisasi lainnya, baik intra maupun diluar Ditien Gakkum LHK. Sehingga, interoperabilitas COI
diterapkan dengan visi merupakan suatu pusat informasi, pusat kolaborasi, dan pusat pengambilan
keputusan, yang terintegrasikan baik di dalam fasilitas itu sendiri maupun jejaring di luarnya.

Arsitektur pemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan telekomunikasi yang
dibangun pada COI dibuat dengan tujuan akhir menjadikan fasilitas ini sebagai crisis centeryang mampu
memberikan respon cepat dan tepat terhadap situasi krisis. Empat fungsi utama dari COl adalah big
data system, collaboration & learning center, de cision support system, dan knowledge management.
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Center of Intelligence Ditien Gakkum LHK mulai beroperasi sejak awal tahun 2018. Mengikuti
invensi, inovasi, dan modifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak secara kontinyu dan pesat,
COI juga turut dikembangkan mengikuti arus perkembangan tersebut. Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki visi agar COI kian menjadi fasilitas berbasis teknologi dan
ilmu pengetahuan tercanggih yang ada di antara lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, selain dilengkapi
dengan peralatan dan teknologi teranyar, COI juga dibekali dengan data dan informasi yang terintegrasi
dari berbagai macam sumber dan sistem. Saat ini data dan informasi COI bersumber dari sistem internal
Ditien Gakkum LHK, sistem internal Kementerian LHK, K/L lainnya (misal: data hukum administrasi,
kependudukan, geospasial, izin pertambangan, dan lainnya), serta data pihak ketiga (AIS, data satelit
beresolusi tinggi, dan lainnya). Seluruh data ini dikumpulkan dan diproses secara onfine dan diakses secara
near real-time dengan sistem big dafa pada COl. Sebagai lembaga penegak hukum pionir yang
mengimplementasi dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, COI lantas ditingkatkan
fungsinya menjadi sebuah /fearning center yang menaungi beragam pemangku kepentingan. COl telah
dikunjungi dan dieksplorasi oleh berbagai macam pihak, dari politisi hingga birokrat mau pun sesama
penegak hukum hingga akademisi. Tujuan besarnya ialah, selain menyebarluaskan dan memperoleh
dukungan terhadap COI itu sendiri, juga mendorong berbagai pihak tersebut untuk turut mengadopsi dan
mengoptimalisasi teknologi yang sudah ada ini untuk diimplementasikan ke dalam sistem kerja pihak-pihak
tersebut demi meningkatkan kualitas dan kinerja mereka, yang tidak lain adalah memberikan layanan
kepada masyarakat.

COLLABORATION &
DECISION SUPPORT LEARNING CENTER
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Gambar 5. Fungsi Utama Center of Intelligence
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KERIASAMA DALAM NEGERI

Tidak hanya dengan
pemutakhiran ~ sains, teknologi, dan
infrastuktur ataupun pengelolaan sumber
daya yang baik, penyelesaian masalah
yang dihadapi untuk menegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan juga
memerlukan kerjasama kepada berbagai
instansi  lembaga yang bergerak di
berbagai sektor, baik secara nasional
maupun internasional. Di dalam Renstra
Diten Gakkum LHK, disebutkan bahwa
organisasi Gakkum LHK berhasil menjalin
kerjasama dengan 10 (sepuluh) mitra
dalam negeri. Dari kesepuluh mitra
tersebut,  Setdiien  Gakkum  LHK
menyumbang 3 (tiga)  perjanjian
kerjasama. Kerjasama yang dijalin ialah
bersama Lembaga LAPAN, PHLI, dan
PPATK.

Pada tahun 2017, Setditien Gakkum LHK meresmikan Perjanjian Kerjasama Penyediaan
dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dalam Mendukung Upaya Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Kerjasama yang dijalin dengan LAPAN ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

Dua tahun kemudian, yakni pada 2019, Setditjen Gakkum LHK berhasil menandatangani 2
(dua) perjanjian, yaitu dengan PHLI dan PPATK. Sama dengan sebelumnya, kedua perjanjian ini
berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Dengan PHLI, Setditen Gakkum LHK membentuk Nota
Kesepahaman tentang Pengembangan Hukum Lingkungan untuk Mendukung Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun dengan PPATK, Setditien Gakkum melaksanakan
Perjanjian Kerjasama tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Informasi dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di bidang LHK. Selain kerja sama dalam negeri juga terjalin
dengan Ditjen AHU, Dit. Perdata, POLRI, Yayasan Titisan Lestari, Komisi Yudisial, LPSK, Disdukcapil,

Badan Keamanan Laut, dan Badan Karantina Pertanian.

£9
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KERJASAMA LUAR NEGERI

Untuk kerjasama luar negeri, dalam periode 2015-2019. Setditien Gakkum LHK menjalin kerjasama
dengan organisasi internasional, yakni UNDP, UNODC, REDD+, Interpool, dan AWG-CITES-WE. Tujuan kerjasama
yang dibentuk dengan UNDP adalah terkait dengan pemberian dukungan terhadap pendekatan multidoor yang
bertujuan untuk mengatasi kejahatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Kerjasama ini menghasilkan bantuan anggaran sebesar USD 1.925.982,00. Kerjasama ini
berlangsung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Dengan UNODC, Setditien Gakkum LHK menjalin kerjasama
dengan periode 3 (tiga) tahun. Kerjasama yang dibentuk ini adalah bertujuan untuk penguatan di berbagai
aspek, antara lain penguatan regulasi, strategi dan dukungan penegakan hukum, penguatan kerjasama,
penguatan kapasitas penegakan hukum, serta penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam
memberantas kejahatan kehutanan.

Kerjasama yang ketiga adalah dengan REDD+ Norwegia. Kerjasama ini berupa pendanaan sebesar
Rp 7.156.000.000 yang menghasilkan penguatan infrastruktur dan kapasitas REDD+ Indonesia. Hasil dari
tujuan kerjasama ini antara lain Center of Intelligence Gakkum LHK, Penguatan audit dan pengawasan karhutla,
penguatan jejaring Gakkum LHK, serta penguatan pedoman eksekusi gugatan perdata. Kerjasama ini
berlangsung selama 2 (dua) tahun.

03 fiformralc
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POTENSI DAN PERMASALAHAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang tidak bekerja di
garis depan dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Akan tetapi,
organisasi ini menjadi supporting system bagi seluruh direktorat lain dibawah lingkup Ditjen Gakkum
LHK. Artinya, Setditien GAKKUM LHK mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh
kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan unit kegiatan lainnya tersedia, serta setiap unit di lingkup
Ditjen Gakkum LHK memiliki perencanaan dan strategi yang tepat dan sesuai dengan arah dan
kebijakan Ditien Gakkum LHK. Hal ini tidak lain adalah demi kontribusi organisasi terhadap
pencapaian tujuan nasional.

Sudah menjadi tugas Setditien Gakkum LHK, memilah strategi yang paling jitu dalam
melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang dirasakan masyarakat sehingga rencana yang
berjalan dapat tepat mengenai sasaran..

Strategi yang dipilih tentu didasari oleh realita mengenai apa yang kini dimiliki dan
dikuasai sebagai potensi dan keunggulan, serta permasalahan dan tantangan apa yang kerap
menjadi ancaman ataupun kelemahan yang harus segera diatasi. Oleh karenanya, Setditien Gakkum
LHK menyoroti beberapa permasalahan yang sudah dan tengah dialami. Sehingga, dalam kurun
waktu lima tahun ke depan, permasalahan ini diharapkan dapat segera ditangani.

Terdapat 6 aspek permasalahan yang digaris-bawahi oleh Setditjien Gakkum LHK. Enam
aspek ini mencakup permasalahan sumber daya manusia, permasalahan sarana dan prasarana,
permasalahan kelembagaan, permasalahan terkait requlasi dan kerjasama, permasalahan terkait
peraturan, serta permasalahan terhadap karakteristik organisasi Setditen Gakkum LHK sendiri.
Permasalahan ini dijabarkan dalam Tabel 4.
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Tabel 4. Aspek dan isu permasalahan Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum LHK

Aspek Permosalahon Isu Permasalahan

Belum adanya pemeteen kompetensi SDM yang berfungsi untuk penempalan/perugesen, kebutuhan training dan peningkatan
kompentensi, serta penambahan alou rekrutmen SOM

Belum adanya stendar kurikulum pendidikan don pelatihan SDM
Belum adanyo teta kelola database lerkail pelatihan/training

Belum adanya elokesi anggaren dan mekanisme pelaporan uniuk pelatihen secara terencana dalam 5 tahun ke depan sehingga
pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan belum oplimet

Adanuya kendala terkall kenaik kat/jabston. pencanty geler, p ian ijezeh, seria kepensiunan

Kurangnua daya dukung penilaian mandiri penerapan RB di lingkup Ditlen PHLHK
Operator anggaran SetKer belum seluruhnya aktif memperbarun rencana penankan dana per friwulan

Pelugas SIMAK den SAIBA masih merangkep jabatan. sehingga ada kendala rekonsiliast dan konsolidast, serta belumn oplimalnya
penquUASAAan maer

Belum lerlaksananua koordinesi peningkatan kepasitas deri /esson learned penanganan kesus pidana dan dan proses pembelaan
hukum

Sumber Doya Manusio

Belum lelaksananya kerje sama dan peningkatan jejaring ohli untuk penanganan dan penelachan pulusan pokok perkara pidona dlau
perdata praperadilon. dan putusan TUN

Belum tersedianye sumber doya manusie yong dedicated uniuk pembelaan hukum
Belum tersedionya fungsiona’ penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan

Belum dilaksanakennya penyelenggaraan bimtek lerkail simulasi penggeledahan, penyitaan, pengamanan [ersengka. olah TKP,
Pembatasen jumlch peserta dan waktu pelaksenaken sertifikasi PPK dan PPSPM oleh Balar Diklat Keuangon den Perbendanaraan
Kekurangan SDM dolom penyajien deta Laporan BMN ditingkal Eselon

Sumber Daye Manusia untuk penerapan aplikasi pencelolaan anageran baru |SAKTI) mesih perfu ditingkatken
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Aspek Permasalohan Isu Permasalohan

Adonya kebutuhon penambahan ruang kerja untuk CPNS Ditjen PHLHK

Belum lerlaksananya pengeloleen eco office

Belum lerakomodirmya sebogian usulen pembangunan kantor di Unit Peloksana Teknis

Adanya kendala dolam ketertiben sistem pengelolean BMN

Diperfukannya pengembangon mekanisme pengajuen DUPAK secera elektronik melalul sistem/oplikasi [e-Dupak)
Diperlukanmya perbaiken sistem pengelolean pengaduen. pengewesan, den penerepen sanksi

Belum adarejo stender pemenuhen kebutuhan serpras di setiop unit kerja

Perlu diusulkan pengadean tanch dan bengunan uniuk penyimpenan barang bukti ci kanfor polisi

Sarano don Prasarano

Pengengkatan PPLH aoar dapdl dilakukan di unit kena lerkail pengawasan 12in ingkungan
Belum dilakukennuya pembahaesan rumusan tusi eselon 11, 111, dan 1V
Belum dilakukennya pembahasan rencana usulen penambahan UPT GAKKUM
Belum lerbentuknija organisasi PLH
Pemda Proleﬁb/Koto belum optimal dalam melakukan pengangkatan jabaten Fungsional Pengawas LH dan Polisi Kehutanan,
Dukungan unit kena terhadap kegiatan penilaian mandiri penerapan Reformesi Birokrasi belum optimal.
| Pemba;cscn rumusan tuges dan fungsi unit kerjo eselon 11, 111, don 1V belum dileksanakaen;
Pembaohasan rencana usﬁlan penambahaen UDIVGAKKUM belum ditindaklanjuti.
Kelembagoon SOP lingkup Ditien Gakkum belum seluruhnya dilekukan penyusunan;
TindoX lanjut pembentuken organisasi profesi jabaton fungsional Pengawas LH belum dileksanaken
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Perlunye pembaengunan pole kerje kolaboratif seluruh bagian untuk memudahkan peryelesaian lugas
Belum adanya kemandinien unit kerja/URT dalam penanganan pembelsan hukum

Belum ada SOP terkait Pengelolaan Hibah linagkup Ditjen PHEHK

Belum ada SOP terkait Peningkatan Kapesitas SDM lingkup Ditjen PHLHK

Perlunye penyusunan perbaiken mekanisme/SOP Penileien Angke Kredit Fungsionel lingkup Ditien PHLHK dalem rangka
mempercepd proses penilaian dan penerbiten PAK

Perlunye pendelinisiain rood map Ekosistem GAKKUM LHK [Pengambilen Kepulusan, Peradilan, SDM, Kelemboegean| di dalam
penyusunon rencana strateqr Ditien PHLHK

Belum terselesaikannya Grend Design Pembelaon Hukum Difjen Gakkum LHK yang didalamnua memuat jejaring kena sama dan hm
pembelon hukum Lingkup Ditjen GAKKUM LHK

Perlunyo tete cora pengangkatan dan pe.ok peng izin lingkungen ogar biso dielaboresi dolem Rancengan Cipta Kerja
yang sedang disusun

Regulasi dan Kerja Sama

Aspek Permasalahan Isu Permasalahan

Belum tersosialisesi dan lerlaksananyoe Sistem Perekaman Kehadiran ASN Terintegrasi [SIKADIR]

Belum terlaksanania Rencena Rapet Kerja lingkup Ditjen PHLHK tehun 2020 1janq beriokasi di Lokesi Prioritas Wisata

Belum terloksananya Revisi Anggeren Dilokuken Tige Kali dalam Setahun derni mencegah kurang terkontrolnya usulen revisi enggaren

Tindek lanjut temuan BPK yenq sudah terlalu lamae (2002 — 202] dikerenaken pejabel/stal yeng terlibal sudah meninggal
dunia/pension

Korokteristik Aplikasi SAKTI masih tehap uji coba sehingga menyebabkan terhambatnya revist anggeran
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ANALISIS SWOT

Analisis terhadap tantangan yang dihadapi ataupun kelemahan yang masih dimiliki oleh
Setditjen Gakkum LHK sudah diuraikan secara detail pada subbab sebelumnya. Lebih lanjut, analisis
untuk mengetahui kekuatan dan dukungan yang dimiliki organisasi juga perlu dilakukan agar dapat
merancang strategi yang optimal demi menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan menggunakan
metode analisis SWOT seperti yang dillustrasikan pada Gambar 6, Setditien Gakkum LHK telah
mengevaluasi bahwa hingga saat ini Setditien Gakkum LHK memiliki dan telah mampu menyediakan
sarana dan prasarana yang yang mendukung penerapan program penegakan hukum lingkungan hidup
dan kehutanan. Selain itu, Sebagai organisasi pelaksana dukungan manajemen, Setditjen Gakkum LHK
juga senantiasa mengupayakan tersedianya sumber daya, baik manusia maupun finansial, serta
teknologi piranti yang memadai. Tidak hanya itu, Setditien Gakkum LHK memegang peranan yang
sangat penting sebagai penyokong di dalam organisasi Ditjen Gakkum LHK yang mana diamanatkan
secara eksplisit kedalam regulasi. Ditambah, adanya pembaharuan peraturan terkait koordinasi antara
Ditien Pembinaan dan Pengembangan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang
memperkuat jaringan untuk pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

STRENGTH OPPORTUMITY

1 Seldijen PHLHK memiliki peranan yang krusial dolem
pencapaian sasaran pokok RPIPN 2005-025 don 7 agenda
pembangunan RPIMN 2020-2024

2 Diamanetkan secara eksplisit dalam Program Penegaken Hukum

| Kaopasites sumber deya dan teknologi piranti
GAKKUM LHK cukup memadai

Z Sarane dan presorena LAKKUM LHK sudsh
menduk nerapan Program Penegakan

i i ok Lingkungan Hidup cen Kehitanan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3 Besarnya harapan publik dlas legaknua keadilon bideng LHK

4 Termutekhirkannya peroturen lerkail koordinesi anfora Dien

Pembinaan dan Pengembangan Deerah oleh Kemendagr

THREAT

1 Masih banyek requlesi herus ditetapken

2 Kepasitas peneqakon hukum di kabupaien/kolo maesih peda nilei
indeks terendoh

5 Kemungkinen turunnye kepercayaan publik ofas efektvitas

| Pelatihan/treining SOM belum terpenteu di
dalom database

2 Perat perundeng d pada
lingket stendar operasional prosedur belum
lengkap dan/oteu periu dimutakhirkan

penegakan hukum
4 Jumich don kompleksites kesus LHK cencerung meningket

Gambar 6. Analisis SWOT dari aspek dan isu permasalahan

*
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VISI, MISI, ARAH KEBIIAKAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN
PRESIDEN

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019,
bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
seluruh kementerian/lembaga wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna
mengenai RPIMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/ Bappenas
sebagai clearing house untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPIMN serta Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L
yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L secara umum, kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20
Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen
Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen
Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN.
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Gambar 7. Visi, Misi, Arah, Kebijakan, dan Agenda
Pembangunan Presiden dan Wapres

VISI, MISI, ARAH & AGENDA PEMBANGUNAN
TerwujudnyaIndonesia Maju yang berdaulat,

e PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
royong

o 1 gkatan kualitas sia

=

Strktur ekonomi yang produkiif, mandirl, dan
berdaya saing

7 AGENDA PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN

n Pembangunan yang merata den berkeadilan

untuk Per
, Berkualitas dan Berkeadilan

4 Mencapai lingkungan hidup yang PPTY Pengembangan Wilayah untuk

berkelanjutan N Mengurangl Kesenjangan
2 Pembangunan Infrastruktur

Kemajuan budaya yang mencerminkan

kepribadian bangsa

Penegakan sistem hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Perlindungan bagi segenap bangsa dan
7 memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih,
efektil, dan terpercaya

Sinergi pemerintah daerah datam kerangka
negara kesstuan

3 Penyederhaan Regulasi

SDM Berkualtes dan Berdaya Saing

ea Revolusi Mantal dan Pembangunan
Kebudayaan

Infrastruktur untuk Ekonomi dan
Pelayanan Dasar

Lingkungan Hidup, Ketahanan
*% Bencana, dan Perubahan Iklim

.2 Stabilitas Polhukhankam dan
“d Transformasi Pelayanan Publik

Meneruskan visi dan misi tersebut, Kementerian LHK dan seluruh unit kerja dilingkupnya akan senantiasa berupaya agar visi dan
misi tersebut dapat direalisasikan. Namun, dari keseluruhan misi tersebut, tugas dan fungsi Kementerian LHK berkaitan langsung dengan
misi ke 4, yakni “Mencapai lingkungan hidup yang berlanjutan”.
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KLHK

Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingle

VISI KLHK

an Hidup untuk
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkep

akat dalam mendukung; “Terwujudnya

n Gotong-Royong”

MISI 1
hutan yang lestari dan
lingkungan hidup yang berkualitas

MISI KLHK

MISI 2
Mengoptimalkan manfsat ekonomi

sumber daya hutan dan i
secara berkeadilan dan berkelanjutan

MiSi3

Mewujudkan keberdayasn masyarakat
dalam akses kelola hutan baik laki-laki

maupun perempuan secars adil dan
setara

TUJUAN KLHK

TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 TUJUAN 4
Kondisi Lingkungan Hidup dan Aktualisasi Potensi Ekonomi dari ™ Hutan Bagi M Tata KeJola pemerintahan Bidang
Hutan yang Semakin Tanggap Sumber Daya Hutan dan Lingkungan : i Beriaaditany 05 LHK yang akuntabel, responsif dan
Terhadap Perubahan Iklim Hidup yang berpelayanan prima
SASARAN STRATEGIS
T1S1 T251 T3St T451
M k kualitas lingh Meningkatnya sirkular ek Terselesail status k Meningh SDM KLHK yang
hidup dari sampah dan limbah hutan yang diakui secara legal dan = berkualitas
legitimate
152 ® n= T2
T3.52 5

M:ninlgk:mya optimalisasi Meningkatnya p f ingh ian hukum Meningkatnya birokrasi dan
pengelolaan sampah sumberdaya hutan yang atas penguasaan tanah oleh Tayanan publik yang agile, efektif,
TS berkelanjutan masyarakat pada kawasan hutan dan efisien
Menurunnya emisi GRK dari ’ s 1383
Sektor Limbah dan Kehutanan " 5

Meningkatnya ekspor hasil hutan, Meningkatnya pemanfaatan hutan
yang mendukung pembangunan TSL, dan i "
R L, dan bioprospecting oleh masyarakat yang ai‘dﬂ?‘:\
T184 @® ns:
Menurunnya laju penyusutan Meningkatnya Penerimaan Negara
hutan dari Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Gambar 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK
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VISI, MISI, TUIUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR
KINERIA PROGRAM UNIT KERIA ESELON |

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan telah menetapkan dan menuangkan visi dan
misi organisasi yang mendukung visi dan misi Kementerian LHK .

VIS|

“Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan
demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat”.

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui
sumber daya manusia yang berintegritas, professional, responsive, dan
inovatif serta berkesataraan gender;

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasiskan sains
dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;

Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan
instrument, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya
manusia serta dukungan pengambilan keputusan;

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten,
bermartabat, dan terpercaya.

Melengkapi visi dan misi Ditien Gakkum LHK, Sasaran Strategis Kementerian LHK
berserta IKU yang diturunkan langsung terhadap Ditien Gakkum LHK adalah sasaran strategis
pertama, yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup " dengan Indikator Kinerja Utama ke-1,
yakni “Indeks Kualitas Ligkungan Hidup”. Selain itu, Sasaran Strategis empat, yatu “Menyusunnya
Laju Penyusutan Hutan” dengan Indikator Kinerja Utama ke-4, yakni “Laju Deforestasi dan
Degradasi Hutan”. Khusus untuk Setditien Gakkum LHK, pada sasaran strategis tersebut juga
memiliki IKU yang ditanggung jawabkan kepada setditien mengingat tugas dan fungsinya untuk
memberikan dukungan manajemen kepada satuan kerjanya. Oleh karenanya, IKU 13 yang
berbunyi “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”, dalam hal ini melalui laporan keuangan Ditjen Gakkum
LHK; nilai SAKIP, dan nilai maturitas SPIP turut menjadi indikator pencapaian Setditien Gakkum

KX
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Kementerian
Lingkungan ~ Hidup  dan
Kehutanan dalam rencana
strategisnya  juga telah
menetapkan 5 (lima)
Program Renstra kepada
seluruh jajaran unit KLHK,
seperti pada Tabel 6.
Diantaranya, ada 3 (tiga)
program yang ditanggung
jawabkan  pada  Ditien
Gakkum LHK, yaitu :

*  Program 1: Kualitas
Lingkungan Hidup;

*  Program 3:
Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan; dan

*  Program 5: Dukungan
Manajemen.

Dari ketiga program tersebut, Ditien Gakkum LHK telah menetapkan 4 (empat) tujuan seperti
pada Gambar 9. Program 1 Kualitas Lingkungan Hidup dan Program 3 Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
menjadi program yang dipertanggung jawabkan kepada Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis di bawah
lingkup Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan.

Khusus untuk Program 5, program tersebut memang dipertanggung jawabkan kepada seluruh
biro sekretariat/inspektorat di dalam jajaran KLHK. Sebagaimana tugas dan fungsinya, Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi secara langsung
terhadap Program 5 yaitu Dukungan Manajemen dengan sasaran program Meningkatnya akuntabilitas
kinerja KLHK.
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TUJUAN DITJEN GAKKUM LHK

Diluar itu, Ditjien Gakkum LHK juga memiliki tujuan yang ditekadkan khusus bagi jajaran unit kerjanya, mengingat tugas dan
fungsinya sebagai penegak hukum di ranah lingkungan hidup dan kehutanan yang bernaung di bawah Kementerian LHK. Tujuan ini melekat
kepada alasan mendasar mengapa organisasi ini dibentuk, sehingga meskipun menjadi tujuan yang tak terbatas dalam suatu periode
Renstra, tetapi akan terus berkenaan dengan tujuan dan arah kebijakan Renstra baik saat ini maupun yang akan datang.

Gambar 9. Tujuan Ditjen Penegakan Hukum LHK

@)
. 3

Meningkatnya kapasitas dan Y ¢ Meningkatnya kesadaran dan
kualitas penegakan hukum kepatuhan hukum serta keamanan
lingkungan hidup dan kehutanan; lingkungan hidup dan kehutanan;

2 4

Meningkatnya kepercayaan dan
partisipasi publik terhadap
penegakan hukum lingkungan
hidup dan kehutanan.

Meningkatnya kapasitas sumber
daya manusia, inovasi, dan

kelembagaan penegakan hukum
lingkungan hidup dan kehutanan;
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana strategisnya juga telah
menetapkan 5 (lima) Program Renstra kepada seluruh jajaran unit KLHK, seperti pada Tabel 6.
Diantaranya, ada 3 (tiga) program yang ditanggung jawabkan pada Ditjen Gakkum LHK, yaitu
Program 1: Kualitas Lingkungan Hidup; Program 3: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan Program
5: Dukungan Manajemen.

Tabel 5. Program dan sasaran program Ditjen Penegakan Hukum LHK

PROGRAM SASARAN PROGRAM

Program 1 Kualitas Lingkungan Meningkatnya budaya ketaatan terhadap peraturan perundang-
Hidup undangan bidang LHK

Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK

Program 3 Pengelolaan Hutan Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman
Berkelanjutan
Program 5 Dukungan Manajemen Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK

Program kualitas lingkungan hidup mempunyai 2 sasaran program, yaitu meningkatnya
budaya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
dan terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Program ke-
3 yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan mempunyai sasaran program meningkatnya pengamanan
hutan dari gangguan dan ancaman. Untuk program ke-5 yang berkaitan langsung dengan Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai satu sasaran
program yang harus dicapai yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.
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KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, DAN OUTPUT KEGIATAN (OUTPUT) UNIT

KERJA ESELON Il DAN UPT

Rencana  Strategis  Setditjen
Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Renstra Ditien Gakkum LHK Tahun 2020-
2024 yang disusun agar dapat mendukung
dan sejalan dengan upaya pencapaian
target bangsa. Perancangan Rencana
Strategis ini ditetapkan sesuai dengan tugas
dan fungsi Setditien Gakkum LHK dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian ~ Lingkungan ~ Hidup  dan
Kehutanan. Adapun kinerja yang dicapai
pada Renstra Setdijien Gakkum LHK Tahun
2020-2024, diharapkan dapat menunjang
seluruh proses penegakan hukum di lingkup
Ditjien Gakkum LHK.

Seperti pada Gambar 10,
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
berfokus pada satu kegiatan, yakni
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dimana kegiatan ini memiliki
sasaran agar  Meningkatnya  kondisi
birokrasi dan layanan publik yang agile,
efektif, dan efisien lingkup Direktorat
lenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Arahan
Inspektorat Jenderal Kementerian LHK No.
S.7/ SETITIEN/PP/WAS.7/1/2020 tentang
Pencantuman Nilai Maturitas SPIP Eselon |
sebagai indikator kinerja kegiatan (IKK),
maka ada tiga acuan penilaian kinerja
Setditjen Gakkum LHK yang ditetapkan.

7

1. Nilai SAKIP pada Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Nilai maturitas SPIP Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Laporan keuangan Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

.

\

Ketiga penilaian diatas guna adalah
sebagai bentuk hasil penyelenggaraan tugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
berjalan secara efektif dan efesien, baik di
pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah
Daerah). Dengan demikian Rencana Strategis
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dimaksudkan untuk menyusun  langkah-
langkah strategis dalam mewujudkan reformasi
birokrasi dan tata kelola Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
berkualitas dan berkeadilan.
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Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Meningkatnya kondisi birokrasi Nilai SAKIP pada Direktorat
Teknis Unit Lainnya Ditjen PHLHK dan layanan publik yang agile, Jenderal Penegakan Hukum
efektif, dan efisien lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Direktorat Jenderal Penegakan
Hukum LHK

Nilai maturitas SPIP Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

. . . o . , Laporan keuangan Direktorat
Gambar 10. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum

DitiEnlizenedarditkimii Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang tertib dan akuntabel
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KOMPONEN KEGIATAN UNTUK MASING-MASING OUTPUT KEGIATAN UNIT KERJA ESELON Il DAN UPT

—{ KRD il RINCIAN QUTPUT
Layanan dukungan

1 KOMPORER

Layanan Program. Evaluesi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik

II

P = Layanan umum
__ njemen inferncl =iz Lauanen Keuangen, Kepegawaien, Organisasi, dan Tata Laksana

Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Unit Lainnya L 5 |

Ditjen PHLHK gLl

Layanan Sarana dan RINCIAN OUTPUT 2
Prasarana Internal

> KOMPONER

Gaji dan Tunjangan

Layanan perkantoran
= INDIKATOR KEGIATAN | Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Nilai SAKIP pada Direkforet
Jenderal Penegaken Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutenan

Nilai maturitas SPIP Direkicrat
lenderal Penegaken Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutenan

e RINCIAN OUTPUT | KomPORER

™ nemal Pengadaen kendaraan bermotar
nan sarana intemal

Pengadaan peranckat pengoleh data dan komunikasi

= INDIKATOR KEGIATAR 3 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
Laporan keusngen Direktoret Pembanqunan/renvasi gedung dan bangunan
lenderal Peneqgakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutenen
yang fertib dan akuntabet

Gambar 11. Kegiatan, Indikator kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output, dan Komponen

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setditien Gakkum LHK berhubungan kerja dengan direktorat dan UPT lingkup Setditien Gakkum LHK
yaitu pada kegiatan dukungan manajemen satker. Selain itu, Setditjen Gakkum juga berhubungan kerja dengan eselon | lain di KLHK yaitu Sekretariat Jenderal
dan Inspektorat Jenderal. Dengan kementerian lain, Sekretariat Ditien Gakkum LHK juga berhubungan kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) dalam hal program dan kegiatan dan juga dengan Kementerian Keuangan dalam urusan terkait perencanaan kegiatan dan anggaran,
misalnya RKA K/L dan standar biaya yang digunakan dalam kegiatan. Selain itu, untuk mendukung capaian kegiatan, Setditjen Gakkum LHK juga bekerjasama
dengan berbagai pihak baik yang di dalam negeri maupun kerja sama luar negeri, seperti yang tercantum pada Bab I.
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STRATEGI KELEMBAGAAN

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi kelembagaan Ditien Gakkum LHK yang
dipaparkan dalam Renstra Ditien Gakkum LHK Tahun 2020-2024, dalam lima hingga sepuluh
tahun ke depan, Ditjen Gakkum LHK dan seluruh unitnya akan berkomitmen untuk senantiasa
membangun ekosistem lembaga yang memenuhi prinsip nilai inti Ditien Gakkum LHK. Dedikasi ini
agar Ditjen Gakkum LHK mampu menjadi bagian dari lembaga penegak hukum yang andal, mampu
menangkap dan melayani aspirasi masyarakat, dan terutama, dapat menyediakan lingkungan hidup
yang adil dan berkesinambungan bagi seluruh masyakarat Indonesia.

Ekosistem ini dibangun berdasarkan tingginya kesadaran bagi unit ini bahwa
kesenjangan antara permasalahan yang dihadapi dengan kapasitas penanganan yang dimiliki
masih begitu lebar. Peningkatan critical mass penindakan dan efek jera, menjadi salah satu upaya
yang harus dapat dituntaskan. Oleh sebab itu, Unit Ditien Gakkum LHK menilai, bahwa ada lima
aspek yang harus ditingkatkan sehingga ekosistem ini dapat terbangun: Pengelolaan SDM, Sistem
Tata Kelola, Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan, Sistem Kelembagaan, dan Sistem Peradilan
(Gambar 12 & Gambar 13).
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STRATEGI EKOSISTEM DITJEN GAKKUM LHK

Kapasitas BUDAYA Il Rekrutmen
‘Hakim KEPATUHAN Pots Kan
arir &
Kapasitas _n Kompensasi
Penuntut _n Reward &
Punishment

Kapasitas 7- Ponanaman Nifal
Kuasa Hukum
B Kapasitas Teknis
Kapasitas & Kebijakan

Penyidik Serana-Prassrana

. & Kondisi Kerja
Amicus Curiae i
- Pangelolaan
Anggaran
Penguatan Partisipasi .
Publik
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Artificlal
Mematuhi Hukum Intelligence
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Mansjemen Risiko n— { Foronslk
Penguatan Komitmen Dukungan
dan Dukungan K/L Teknologi
Penguatan Kapasitas m PENGEMEALIAN ;n Dukungan Ahli

Pemda |
Penguatan Kapasitas n— SENGKETA
UPT

Gambar 12. Strategi Ekosistem Ditjen Penegakan Hukum LHK

Satu aspek yang disadari menjadi elemen fundamen terciptanya ekosistem ini adalah seluruh
sumber daya, terutama manusia. Sebagai aset terbesar dari lembaga penegakan hukum, SDM yang
dimiliki haruslah menjadi SDM yang profesional, berintegritas, responsif, serta inovatif. Aspek ini menjadi
tugas yang diemban oleh Setditien Gakkum LHK. Oleh sebabnya, Setditjien Gakkum LHK menetapkan
bahwa ada langkah-langkah strategis yang harus dikerjakan dalam rangka memperbaiki serta
meningkatkan dukungan pengelolaan sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut mencakup
perbaikan dalam hal rekrutmen, pola karir dan organisasi, reward dan punishment, penanaman nilai,
kapasitas teknis dan kebijakan, serta sarana, prasarana dan kondisi kerja.

Aspek lain yang sangat perlu dioptimalisasi oleh Setditien Gakkum LHK adalah aspek
kelembagaan. Unit Diten Gakkum LHK harus segera memenuhi dan meningkatkan critica/ mass
penegakan hukum dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik SDM maupun anggara, dengan
sebaik-baiknya agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat
ditempuh melalui upaya Penguatan Komitmen dan Dukungan Kementerian/ Lembaga, Penguatan
Kapasitas Pemda serta Penguatan Kapasitas UPT.
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Gambar 13. Strategi Kelembagaan dalam Ekosistem Ditjen Penegakan Hukum LHK
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PENGARUSUTAMAAN

Sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah
melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh
langkah-langkah korektif (corrective actions) untuk
meningkatkan pengelolaan hutan beserta
ekosistemnya secara berkelanjutan. Salah satu
peninjauan  ulang  kebijakan  dimaksud adalah
menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai
dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan
(Sustainable Development Goal’s, SDG's). Di dalam
Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 Sesuai
Arah Program Dukungan Manajemen turut mendukung
4 (Empat) Pengarusutamaan (Mainstreaming) di mana
diantara salah satunya adalah Pembangunan yang
berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan
generasi masa depan, dengan mengedepankan
kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni
sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan
sarana untuk mencapai agenda pembangunan
nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan
kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan
kolaborasi semua pihak.

Dukungan manajemen menjadi  bagian
penting dari pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga tepat
mutu, tepat waktu dan tepat administrasi yang
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat. Untuk itu, dukungan manajemen di
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

Pelaksanaan Optimalisasi Program Dukungan
Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya, melalui :

Penyediaan payung hukum dan NSPK
didalam Program Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan, Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan Dukungan
Manajemen lingkup  Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Optimalisasi ~ Program  Dukungan
Manajemen  melalui  Pengelolaan
Anggaran dan Barang Milik Negara
(BMN)  yang  akuntabel untuk
mempertahankan opini WTP.
Perencanaan Program dan Anggaran
berbasis kinerja yang mengacu pada
pendekatan KPIM, dan
penganggaran terpadu.

Pengelolaan dan pengembangan ASN
yang kompeten dan sesuai dengan
Standar

Peningkatan ~ Indeks  Kepuasan
Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Kerumahtanggaan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Perkantoran.
Penyelenggaraan Program Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya yang Profesional.
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PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan ~ Gender  (PUG)
merupakan strategi untuk mengintegrasikan
perpektif gender ke dalam pembangunan, mulai
dari  penyusunan kebijakan, perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan,
dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan
kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi
seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender
dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan
antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses
dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di
seluruh proses pembangunan dan pengambilan
keputusan, serta memperoleh manfaat dan
pembangunan.

Komitmen Ditjen Gakkum LHK terhadap
pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui
Roadmap Pengarusutamaan Gender Nomor
P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2
020 tentang  Pedoman
Pengarusutamaan  Gender
Bidang Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Mengacu
pada komitmen Kementerian
LHK tersebut, kelembagaan
PUG menjadi salah satu
instrumen yang dibutuhkan
dalam  implementasi  PUG
yang ditandai dengan adanya
kelompok kerja (POKIA) dan
focal point di masing-masing

organisasi  yang  tengah
menyusun sebuah rencana
aksi nasional berupa
roadmap PUG.
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Melalui kajian gender yang telah
dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK, langkah
organisasi dalam mendorong implementasi PUG
tahun 2020-2024 akan berfokus pada empat
prioritas  dengan sasarannya, seperti yang
diuraikan pada berikut ini. Didalam proses
perencanaan Anggaran yang Responsif Gender
(ARG) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu
keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki
SDM secara aktif; dan secara bersama-sama
menetapkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan dengan memberikan  akses,

partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) secara
adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki
dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

4
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DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM PPRG

Perencanaan  responsif  gender
adalah perencanaan yang mengakomodasikan
kebutuhan dan permasalahan perempuan dan
laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan
laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat yang sama dalam pembangunan.

Penganggaran yang responsif gender adalah Jalan Menuju Kesetaraan:
pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada Roadmap Pengarusutamaan Gender 2020-2024
kegiatan atau proyek tertentu yang indikator bt i s i)

input, output dan outcomenya menjamin
terpenuhinya  kebutuhan  dan  aspirasi
perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan
keadilan gender. Dengan demikian bahwa
Perencanaan dan penganggaran responsif
gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah
dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula
penyusunan rencana dan anggaran khusus
untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

PPRG merupakan instrumen untuk
mengatasi adanya  kesenjangan  akses,
partisipasi, kontrol dan manfaat dalam

MODUL DAN BAHAN AJAR KONSEP GENDER DALAM

pelaksanaan pembangunan antara perempuan BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUF

DAN KEHUTANAN

dan laki-laki yang diakibatkan masih adanya
konstruksi ~ sosial dan  budaya dalam
masyarakat. ~ Tujuannya  adalah  untuk
mewujudkan tersusunnya dan tersedianya
perencanaan dan anggaran yang berkeadilan.
Dengan PPRG diharapkan program, kegiatan
akan lebih efektif dan berkeadilan. PPRG
merupakan dua proses yang saling terkait dan
terintegrasi.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIRIXTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
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Berikut konsep tentang PPRG, yaitu:

1. Perencanaan responsif gender
merupakan suatu proses pengambilan
keputusan untuk menyusun program
ataupun  kegiatan  yang  akan
dilaksanakan di masa mendatang untuk
menjawab isu-isu atau permasalahan
gender di masing-masing sektor;

2. Perencanaan responsif gender adalah
perencanaan yang dilakukan dengan
memasukkan perbedaan-perbedaan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki
dalam proses penyusunannya.

KONSEP PPRG

Dalam proses perencanaan anggaran
yang responsif gender pada setiap lingkup
pemerintah, perlu keterlibatan  (partisipasi)
perempuan dan laki- laki secara aktif; dan secara
bersama-sama menetapkan prioritas program dan
kegiatan pembangunan; Anggaran Responsif
Gender (ARG) penggunaannya diarahkan untuk
membiayai program/kegiatan pembangunan yang
dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat (APKM) secara adil bagi perempuan dan
laki-laki dalam berbagai bidang pem- bangunan;
dan ARG dialokasikan untuk membiayai kebutuhan
praktis gender dan/atau kebutuhan strategis
gender yang dapat diakses oleh perempuan dan
laki- laki.
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ARG dibagi atas 3 (tiga) kategori, antara lain
Anggaran khusus target gender, adalah
alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan
dasar khusus perempuan atau kebutuhan
dasar khusus laki- laki berdasarkan hasil
analisis  gender; Anggaran  kesetaraan
gender, adalah alokasi anggaran untuk
mengatasi masalah kesenjangan gender.
Berdasarkan analisis gender dapat diketahui
adanya kesenjangan dalam relasi antara
perempuan dan laki-laki dalam akses,
partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap
sumber daya; Anggaran pelembagaan
kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran
untuk penguatan pelembagaan

pengarusutamaan gender, baik dalam hal
pendataan maupun peningkatan kapasitas
sumber daya manusia.
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PETA SASARAN PROGRAM, SASARAN KEGIATAN, DAN KOMPONEN KEGIATAN UNIT KERIA ESELON I

Gambar 14, Peta Sasaran —> KRD L
Progrgm, Sasaran Kegiatan, o ATk
sampai dengan komponen mancjemen infemd

Sekkretariat Ditjen Penegakan
XOMPONEN

Hukum LHK o Mg RroANouTUTL
Layanan Program, Evaluasi. Hukum. dan Kerjo Sema Teknik
Loy S G \m’ Layanan Keusngan Kepagawaian, Organisasi, dan Teta Laksana

Prasarana Internal

SRSARAN PROGAAM |
Meningkatnya 7
. Mgy g INDIKRTOR KEGIATAN |
akuntabilitas Manajemen dan —_—
kinerja KLHK Pelaksanaan Tugas Nilai SAKIP pada Direktorat

Teknis Unit Lainnya Jenderal Peregakan Hukum S e eh || KomPongn
Ditjen PHLHK Lingkungan Hidup dan - Gaj den Tunjangen

Kehutanan
\ Layanan perkantoran Operasional dan Pemeliharasn Kantor
INDIKATOR PROGRAM | ]* SRSARRN KEGIRTAR | ey INDIKATOR KEGIATRA 2

NiailSARIR T Nils meluritos SPIP
Ditjen PHLHK kondisi birokrasi Direitorot lendere!
dan layanan publik wﬂ“ Hukum
yang agile, efekif, Lingkungan Hidup dan

dan efisien lingkup Kehutanan

Direktorat Jenderal RINCIAN OUTPUT 3 . KOmPOREN
renegakan Hufum Z Pengadoan kendaraan bermotor

Pengadaan perangkat penqalah data dan komunikast

Layanan sarana internal

Laporan Keuangan

Ditien Penegakan Pengadaan peralaten fesilites perkantaran
Hukum LHK yang

tertib dan akuntabel

Pembanqunan/renavasi gedung dan bengunan

Dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Setditjen Gakkum LHK diturunkan secara langsung dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama Kementerian LHK, serta Program 5 seperti yang disampaikan dalam Renstra Ditien Gakkum LHK Tahun 2020-2024. Ini menandakan bahwa
kinerja Setditjen Gakkum LHK menjadi penyangga utama terhadap pencapaian sasaran dan indikator seluruh unit kerja dibawah Ditjen Gakkum LHK.
Alur kinerja Setditjen Gakkum LHK sebagai penopang program dan indikator yang telah ditetapkan pada tingkatan unit Ditien Gakkum LHK dipetakan

pada Gambar 14. o
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TARGET KINERIA
Pada penilaian SAKIP terakhir, Setditjen Gakkum LHK pada tahun 2020 memperoleh skor 78,44. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil memenuhi target nilai SAKIP untuk Tahun Anggaran 2018 setelah dua tahun sebelumnya hanya
mendekati nilai yang diharapkan. Namun demikian, terkait dengan perolehan nilai SAKIP untuk empat tahun anggaran terakhir, Setditjen Gakkum LHK
senantiasa mendapat predikat BB yang berinterpretasi sangat baik. Hasil pencapaian juga menunjukkan bahwa nilai SAKIP yang diperoleh Setditjen
Gakkum LHK terus membaik. Oleh karena itu, Setditjen Gakkum LHK memasang target yang lebih tinggi pada periode ini, dan sangat optimis dapat
mencapai target nilai SAKIP hingga menembus angka 80 pada akhir periode untuk mendapat predikat A dengan interpretasi memuaskan.

Terkait dengan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyelenggaraannya ditujukan untuk pengelolaan keuangan negara yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyusun
desain penyelenggaraan SPIP Setditjen Gakkum LHK untuk periode mendatang sebagai upaya dalam memetakan prioritas unit atau kegiatan yang
memerlukan pengendalian intern dan rencana penyelenggaraannya. Seiring hal tersebut, Setditien Gakkum LHK menargetkan maturitas (tingkat
kematangan) penyelenggaraan SPIP dapat mencapai ke tahapan level 4 — terkelola dan terukur, pada tahun 2023 dan seterusnya. Untuk lebih
jelasnya, target kinerja Renstra Setditjen Gakkum LHK diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Target Rencana Strategis Sekretariat Ditien Penegakan Hukum LHK 2020 - 2024

EEAGAINST
=

Kegiatan

Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Ditjen
PHLHK

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kondisi
birokrasi dan layanan
publik yang agile,
efektif, dan efisien
lingkup Direktorat
Jenderal Penegakan
Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan ~ Satuan

Nilai SAKIP pada Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Laporan keuangan
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang tertib dan
akuntabel

Poin

Level

Dokumen

2020

72

1

Target Rencana Strategis
2021 2022 2023 2024

74 76 78 80

49
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KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan rancangan kerangka pendanaan, Setditien Gakkum LHK akan dibekali total anggaran senilai Rp300.242.4900.000 untuk
periode kerja tahun 2020-2024 seperti yang diuraikan pada Tabel 7. Adapun dalam alokasinya, total anggaran untuk penyelengaraan Layanan Umum
selama lima tahun adalah sebesar Rp80.666.383.278; penyelengaraan Layanan Sarana Internal sebesar Rp18.406.100.000; penyelenggaraan
Layanan Perkantoran sebesar Rp218.208.939.722. Lebih terperinci, alokasi anggaran diuraikan pada Lampiran 2. Sementara itu, anggaran untuk
Layanan Umum dialokasikan untuk anggaran Layanan Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik dan Layanan Keuangan, Kepegawaian,
Organisasi, dan Tata Laksana. Perincian alokasi anggaran untuk Layanan Umum diuraikan pada Lampiran 2.

Tabel 7. Kerangka Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup Sekretariat Ditjien Penegakan Hukum LHK

, . Klasifikasi Rincian Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
Kegiatan  Sasaran Kegiatan
9 9 Rincian Qutput  Output 2020 2021 2022 2023 2024
. Layanan
Meningkatnya
Dukungan Layanan
kondisi birokrasi . 13.514,09 10.256,80 14.595,55 19.494,44 22.805,51
Dukungan dan | ik Manajemen Umum
Manajemen an fayanan pubt Internal
dan yang agile, efektif,
dan efisien lingkup
Pelaksanaan | . . Layanan 34 69934 42.647,46 44.028,19 4950013 5033382
Tugas Teknis Perkantoran
Lainnya Ditjen Jenderal
PHLHY( ) Penegakan Hukum ~ Layanan Layanan
Lingkungan Hidup ~ Saranadan o 581770 2968 382540 4100 4700
dan Kehutanan Prasarana Internal
Internal
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E=AGAINST
[C)

RENCANA Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran lingkup Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk periode Tahun 2020-2024, yang merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Rencana Stratagi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan untuk periode Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2020-2024 berfungsi juga sebagai pedoman perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian kiner- ja pembangunan seluruh jajaran Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, maka dilakukan
pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan serta diikuti dengan
audit kinerja secara berkala, sehingga diketahui kinerja yang telah dan/atau
yang belum mencapai target, kemudian terus dilakukan langkah-langkah
penyempurnaan dan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya. Pada akhirnya,
hanya dengan memohon rahmat ALLAH SWT, kiranya seluruh upaya
pembangunan dan seluruh harapan yang diamanatkan kepada Sekretariat
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk diwujudkan selama periode Tahun 2020-2024, semoga mampu
dipenuhi dengan baik dan senantiasa memberikan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.
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LAMPIRAN




Lampiran 1. Output Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Gakkum LHK

Rencana Anggaran (Rupiah)
2020 2021 2022 2023 2024

Kegiatan/KRO/RO/Komponen/Lokasi Target

Layanan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen 162.464.000.000 173.454.000.000 186.922.000.000 233.653.000.000 242.999.000.000
Gakkum LHK

Layanan Dukungan

) 12 Layanan 159.651.300.000 170.486.000.000 183.096.600.000 208.467.509.000 215.912.265.000
Manajemen Internal

Layanan Umum Glayanan  19.759.299.278 16.513.050.971 19.595.547.000 24.494.439.000  29.305.510.000
Kantor Pusat 13.514.090.278 10.256.797.000  14.595.547.000 19.494.439.000  22.805.510.000
Balai 6.245.209.000  6.256.253.971  5.000.000.000  5.000.000.000  6.500.000.000

- Sumatera 1.489.042.000  1.488.464.226  1.000.000.000  1.000.000.000  1.300.000.000
- Jabalnusra 1.271.527.000  1.192.000.000  1.000.000.000  1.000.000.000  1.300.000.000
- Kalimantan 1.208.000.000  1.191.250.745  1.000.000.000  1.000.000.000  1.300.000.000
- Sulawesi 1.076.640.000  1.191.725.000  1.000.000.000  1.000.000.000  1.300.000.000
- Mapua 1,200.000.000  1.192.814.000  1.000.000.000  1.000.000.000  1.300.000.000

Layanan perkantoran 6 layanan  139.892.000.722 153.972.949.029 163.501.053.000 183.973.070.000 186.606.755.000
Kantor Pusat 31.699.336.722 42.647.461.000  44.028.191.000 49.500.133.000  50.333.818.000
Balai 108.192.664.000 111.325.488.029 119.472.862.000 134.472.937.000 136.272.937.000

- Sumatera 26.744.359.000 26.412.482.029  28.309.444.000 30.309.444.000  30.909.444.000

- Jabalnusra 24.337.900.000 24.697.900.000  26.173.274.000 29.173.274.000  29.973.274.000

- Kalimantan 21.279.291.000 22.697.291.000 24.663.131.000 30.663.131.000  30.963.131.000

- Sulawesi 20.816.207.000 21.660.908.000  23.468.292.000 25.468.292.000  25.468.292.000

- Mapua 15.014.907.000 15.856.907.000  16.858.721.000 18.858.796.000  18.958.796.000
:2::;’;:’7;?22]:'&” 1 unit 2812700000 2968000000 3825400000 25185491000 27086735000
ﬁﬁ::l" sarana 1 unit 2.812.700.000  2.968.000.000  3.825.400.000 25.185.491.000  27.086.735.000
Kantor Pusat 2.812.700.000  2.968.000.000  3.825.400.000  4.100.000.000  4.700.000.000
Balai 21.085.491.000  22.386.735.000

- Sumatera 4.180.000.000  4.380.000.000

- Jabalnusra 4.180.000.000  4.281.244.000

- Kalimantan 4365.491.000  5.065.491.000

- Sulawesi 4.180.000.000  4.380.000.000

— - Mapua 4.180.000.000 4.280.000.000
EEAGAINST
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Lampiran 2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Setditjen Gakkum LHK

Rencana Anggaran (Rupiah)
KRO RO/Komponen Target
Komp & 2020 2021 2022 2023 2024
Layanan Umum 1 Layanan  13.514.090.278  10.256.797.000  14.595.547.000  19.494.439.000  22.805.510.000
*LayananProgram,
Evaluasi, Hukum, dan 5.233.030.900 3.711.193.519 7.200.155.000 9.720.620.000 11.369.506.000
Kerja Sama Teknik
Layanan
Dukunaan *Layanan Keuangan,
Manajegmen Kepegawaian, Organisasi, 8.281.059.378 6.545.603.481 7.395.392.000 9.773.819.000 11.436.004.000
Intemal dan Tata Laksana
Layanan Perkantoran 1 Layanan  31.699.336.722  42.647.461.000 44.028.191.000  49.500.133.000  50.333.818.000
*Gaji dan Tunjangan 23.932.807.715 29.832.177.578 34.471.111.500 38.837.236.000 39.424.120.000
*Operasional dan
. 7.766.529.007 12.815.283.422 9.557.079.500 10.662.897.000 10.909.698.000
Pemeliharaan Kantor
Layanan Sarana Intemal 1 Unit 2.812.700.000 2.968.000.000 3.825.400.000 4.100.000.000 4,700.000.000
~Pengadaan Kendaraan 1.089.433.009 791537250  1.125400000 1206185000  1453.281.000
Bermotor
Layanan *Pengadaan Perangkat
Sarana dan Pengolah Data dan 733.214.500 619.297.440 641.500.000 643.070.000 721.493.000
Prasarana Komunikasi
Intemal *Pengadaan Peralatan
- 489.433.008 665.628.060 558.500.000 643.070.000 721.493.000
Fasilitas Perkantoran
*Pembangunan/Renovasi
500.619.483 891.537.250 1.500.000.000 1.607.675.000 1.803.733.000

Gedung dan Bangunan

EEAGAINST - -
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Lampiran 3. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Setditjen Gakkum LHK

Kegiata

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Teknis Lainnya
Ditjen PHLHK

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kondisi
birokrasi dan layanan
publik yang agile, efektif,
dan efisien lingkup
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan

2020

Target Rencana Strategis Anggaran (Dalam Juta Rupiah)
2021

2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

162464 173454  186.922 233.653 242999

Nilai SAKIP pada
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Poin

72

74

76 78 80

Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Level

Laporan keuangan
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan yang
tertib dan akuntabel

Dokumen

EEAGAINST
S
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Lampiran 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Setditjen Gakkum LHK

Rincian Output Layanan Umum
Komponen Layanan Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik
Target Rencana Strategis
Sasaran Unit Keglatan Indikator Kinerja Unit Keglatan Satuan
2020 2021 2022 2023 2024
Tersedianya dokumen Jumiah dokumen RENJA Dien PHLHK Dokumen 1 1 1 1 1
rencana dan program Ditjen
Gakkum LHK Jumlah dokumen RENJA Unit Kerja Dokumen 10 10 10 10 10
Jumlah dokumen Rencana Aksi Dokumen 10 10 10 10 10
Jumlah dokumen Renstra Dokumen 1 0 0 0 0
Jumlah dokumen Renstra Unit Kerja Dokumen 10 0 0 0 0
Jumlah dokumen RKAKL Dokumen 6 6 6 6 6
Tersedianya dokumen Jumlah dokumen revisi RKAKL Dokumen 12 12 12 12 12
anggaran Ditjen GAKKUM LHK
Peraturan Standar Kegiatan dan Biaya Dokumen 1 1 1 1 1
Peraturan Standar Biaya Teknis Dokumen 1 1 1 1 1
Terselenggaranya dukungan  jymiah bahan kerja pimpinan PHLHK Laporan 12 12 12 12 12
program dan anggaran
PHLHK Raker Penegakan Hukum Laporan 2 2 2 2 2
Jumlah dokumen Laporan Kinerja
ingkup Difen PHLHK Dokumen 11 1 11 1 1
Tersedlanya dokumen . )
Jumlah dokumen Desain SPIP ingku
pelaporan linghup Difen 0o gwp Dokumen 10 10 10 10 10
GAKKUM LHK
Jumlah dokumen Laporan Tahunan
ingkup Difien GAKKUM LHK Dokumen B B B B B
Meninglatnya calupan dan Jumlah berita media massa mengenai
penetrasl komunllasi dan . ot Penegakan Hukum LHK Berita 100 100 100 100 100
lampanye kepada masyarakat
Jumlah media kampanye/pameran Pameran 10 10 10 10 10

PHLHK
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Rincian Output Layanan Umum

Komponen Layanan Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik
Target Rencana Strategis
Sasaran Unit Kegiatan Indikator Kinerja Unit Kegiatan Satuan
2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah satuan kerja yang tekoneksi
Te ya data dan dengan sistem data dan informasi Satuan Kerja 3 4 5 5 5
informasi penegakan hukum

terpusat

Jumlah publikasi melalui media sosial

Penegakan Hukum (FB, IG, Twitter, Posting 500 500 500 500 500

Youtube, dan Website)

lah R P

Tersedianya aturan dan NSPK Jumiah Rancangan Peraturan Dokumen 3 3 2 3 3

Perundang-Undangan

Jumlah NSPK Dokumen 3 2 1 1 1
Tersedlanya Rumusan Kajlan .
Hulum Diien PHLHK Jumlah Rumusan Kajan Hukum Dokumen 5 5 4 5 5
Tersedianya Bantuan Hukum  Jumlah Bantuan Hukum Dokumen Putusan 5 4 4 3 3
Terselenggaranya Kerjasama Jumlah Kerjasama Teknik Dalam Negeri = Dokumen/draft . 1 1 18 20
Teknis dalam Meningkatkan terkelola kerjasama

Jumlah Kerjasama Teknik Luar Negeri Dokumen/ draft 5 4 ’ 5 5

terkelola kerjasama

FIGHT

AGAINST
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Rincian Output Layanan Umum
Komponen Layanan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Target Rencana Strategls
Sasaran Unk Keglatan Indkator Kinerja Unit Keglatan Satuen
2020 2021 2022 2023 2024
Tersedianya Polisi Kehutanan dalam Orang 679 732 785 838 891
mendukung PHLHK
Tersedianya PPLH untuk memenuhi
Orang 158 173 188 203 218
Meningkatriya daya saing sumber  kebutuhan pengawasan lingkungan hidup
daya rat Penegakan Tersedianya PPNS untuk memnuhi kebutuhan
Hukum Lingkungan Hidup dan ik Orang 206 236 266 296 326
K peny
Jumlah sumber daya manusia Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Orang 1326 1409 1492 1575 1658
meningkat kompetensinya
Terlaksananya penyempurnaan struktur
organisasi Penegakan Hukum Lingkungan Usulan 1 1 0 0 0
Tersusumnya strukur orgarisasl dan Hidup dan Kehutanan
tata kerja.yang proporsional, efektf,
dan efisien Terlaksananya penyempurnaan
ketatalaksanaan lingkup Direktorat Jenderal Dokumen 1 1 1 1 1
PHLHK
Opini WTP untuk laporan keuangan Dokumen 1 1 1 1 1
Meningkatnya efektivitas
administras! kevangan Pengelola Anggaran Terakreditasi sesuai Orang 10 10 10 10 10
dengan PUU
Identifikasi register asset secara elektronk Dokumen 1 1 1 1 1
Jumlah sarana dan peralatan LHK terdistribusi
di satuan kerja dan berfungsi bak sesuai Unit 1556 1707 1365 1109 1153
dengan NSPK
Terselenggaranya pengelolaan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Dokumen SK 1 1 1 1 1
ketatausahaan, kerumahtanggaan,
dan pengelolaan perenglapan Penataan dokumentasi berdasarkan aplikasi SIK Dokumen 1 1 1 1 1
Terlaksananya pengelolaan surat/dokumen dinas Laporan 1 1 1 1 1
Tersedianya Layanan Rumah Tangga Pimpinan Laporan 1 1 1 1 1

EEAGAINST
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